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iv  ABSTRAK Rekrutmen merupakan salah satu fungsi manajemen yang strategis. Melalui rekrutmen yang obyektif, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu melaksanakan tugas secara professional. Salah satu perhatian khusus dalam proses rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin dalam proses pelaksanaan rekrutmen terjadinya masalah dianggap  belum transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang transparansi rekrutmen pegawai kontrak yang dilaksanakan di RSUD dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh. Supaya dapat meluruskan kesalahpahaman yang beredar dalam lingkungan masyarakat terkait transparansi rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan sampling purposive dan teknik analisis data menggunakan pengumpulan data,sintesa, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin belum bisa dikatakan transparans, karena terdapat masalah pada proses pelaksanaan TKD/CAT. Adapun kendala dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin meliputi faktor internal yaitu kebijakan atau proses pelaksanaan rekrutmen di RSUD dr. Zainoel Abidin yang tidak sempurna yang mengakibatkan terjadinya tidak trasparansi dalam proses tersebut, karena ketidaksiapan atau informasi yang dikeluarkan tidak seperti pelaksanaan, sedangkan factor eksternal diantaranya; (1) Tingkat pengangguran; (2) Langka tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu; (3) Proyeksi angkatan kerja; (4) Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; (5) Isu penyelewengan dalam rekrutmen. Solusi yang di lakukan oleh pihak RSUD dr. Zainoel Abidin diantaranya; (1) Evaluasi mekanisme rekrutmen; (2)Transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen; (3) Pengawasan system rekrutmen; (4) Komitmen terhadap peraturan rekrutmen. Oleh karena itu, untuk mewujutkan transparansi rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin, perlu meningkatkan pengawasan dengan melibatkan stekholder selain pemerintah.  Kata Kunci : Transparansi, rekrutmen, sumber daya manusia 
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1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pada umumnya transparansi adalah terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang handal (reliable) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang ketersediaannya memadai, untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau.  Ada beberapa alat ukur prinsip transparansi dalam Good Governance meliputi : 1) Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komonikasi : annual reports, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal. 2) Informasi yang disajikan berupa: acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan. 3) Penanganan Keluhan: berita-berita kota di media massa dan lokal, notice of response, personil, limit waktu respon, opinion pools & survey tentang isu-isu kebijakan publik, komentar dan catatan untuk draf  kebijakan dan peraturan, service user surveys. 4) Intitusi dan organisasi daerah: Bawasda, 
2  Kantor PMD/BPM. Kantor Humas, Dinas Kominfo, forum lintas pelaku. 5) Pertemuan masyarakat: Mimbar rakyat.1 Salah satu kewajiban pemerintah dalam melaksanakan tugasnya adalah pemerintah harus transparans dalam memberikan semua informasi. Dilihat dari fungsi transparansi tersebut diantaranya adalah mampu memberikan kesempatan kepada berbagai kompenen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Transparansi juga mampu mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Adanya transparansi dalampenyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan kebijakan dapat menjadi entry point bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga dapat melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan.Salah satu kebijakan pemerintah yaitu rekrutmen, proses mencari dan mengundang calon tenaga kerja, yang mempunyai kemampuan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan  organisasi  pada waktu tertentu, untuk mengajukan lamaran pekerjaan. Rekrutmen merupakan salah satu fungsi manajemen yang strategis. Melalui rekrutmen yang obyektif, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat diperoleh sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu melaksanakan tugas secara profesional. Salah satu perhatian khusus dalam proses rekrutmen di bidang kesehatan yaitu RSUD dr. Zainoel Abidin. Dilihat dari kebutuhan sumber daya manusia yang harus kompeten maka sudah sepatutnya proses rekrutmennya harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Hal ini terjadi pada tahun 2016                                                            1Lalolo krina. Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. (Jakarta:Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003). Hal 13. 
3  ketika RSUD dr. Zainoel Abidin membuka proses rekrutmen dengan jumlah 500 orang.  Pada awalnya dilakukan proses rekrutmen tenaga kontrak baru karena ada penambahan ruangan baru di rumah sakit itu, sehingga membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh Departemen Kesehatan. Penerimaan tenaga kontrak ini sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Aceh.2 Sehubungan dengan adanya perluasan area dan penambahan gedung baru untuk rawat inap, maka pihak RSUD dr. Zainoel Abidin perlu menambahan tenaga kesehatan, baik tenaga medis, paramedis, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga administrasi. Menurut salah satu media beredar isu dugaan peserta “siluman”, namun kabar tersebut belum dibuktikan secara rill adanya dugaan tidak transparansi rekrutmen tenaga pegawai kontra di RSUD dr. Zainoel Abidin.3 Menurut pengamatan awal penulis bahwa peserta yang awalnya tidak lulus di bagian CAT/TKD tetapi diakhir pengumuman muncul peserta yang dianggap peserta “siluman”. Dalam perekrutan sudah  beredar isu yang tidak baik pelaksanaan perekrutan tenaga kontrak tersebut. Dalam rapat tertutup Komisi Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) dengan Manajemen Rumah Sakit Umum Derah dr.Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh  terkait isu lulusnya sejumlah peserta                                                            2 PERGUB Aceh Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerinntah Daerah 3http;//www.ajnn.net/news/diduga-ada-peserta-siluman-lulus-tes-dirsuza/index.html diakses pada tanggal 22 Mei 2017 
4  “siluman” dalam rekrutmen pegawai kontrak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Fachrul Jamal membantah kabar terkait tudingan yang menduga adanya kecurangan dalam proses rekrutmen pegawai. Selanjutnya salah satu pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) menyatakan bahwa sudah sangat transparan dalam proses rekrutmen tersebut. Tetapi menurut data yang diperlihatkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) peserta yang diterima sebanyak 500 orang dan jumlah pegawai bakti yang di ambil sangat sedikit hanya 186 selebihnya adalah peserta baru.4 Menurut penjelasanpihak Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin (RSUDZA) di awal rekrutmen publik tidak diberi tahu bahwasanya dari 500 orang yang diterima ada 186 pegawai bakti yang diambil. Seharusnya perubahan yang dilakukan juga harus diumumkan ke publik. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan seharusnya keterbukaan informasi berlangsung sejak awal hingga pengumuman kelulusan.  Hal ini sebagaimana Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Pasal 11, ayat 1, Huruf b Angka 8 Tentang Penerimaan Calon Pegawai dan/atau Pejabat Badan Publik Negara.5 Dalam UU tersebut dijelaskan harus adanya transparansi dalam suatu pelaksanaan apalagi dalam Rekrutmen Pegawai Kontrak jika adanya kecurangan membuat masyarakat tidak percaya akan sistem perekrutan yang dilakukan oleh panitia di                                                            4 http://aceh.tribunnews.com/amp/2017/03/06/test-pns-di-rsuza-diduga-curang Diunduh pada tanggal 22/5/2017 5 Peraturan Komisi InformasiNomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi ssPublik 
5  RSUD dr. Zainoel Abidin, masyarakat perlu kejelasan dari masalah tersebut tetapi dari pemerintah sendiri tidak ada penjelasan yang signifikan dari masalah tersebut. Akibatnya, banyak dari kebijakan dikeluarkan tidak memihak pada kepentingan masyarakat sebaliknya menguntungkan kepentingan penguasa. Minimnya partisipasi masyarakat bukan karena tidak ada kesadaran masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik tetapi lebih disebabkan tertutupnya pemerintah dan minimnya akses masyarakat ke pusat-pusat kekuasaan termasuk dalam memperoleh informasi (people's right of information). Demikian juga halnya ketika kebijakan rekrutmen dikeluarkan oleh pemerintah,seringkali asing dikalangan masyarakat dan menimbulkan penolakan. Seiring dengan perkembangan politik dan tingkat kesadaran masyarakat yang didukung dengan gerakan-gerakan sosial yang dimotori oleh aktivis civil society dewasa ini, orang sudah semakin banyak yang mempertanyakan pola-pola kebijakan publik yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengamati lebih dalam apakah RSUD dr. Zainoel Abidin sudah transparan dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak. Pada penelitian ini penulis bermaksud ingin memberikan gambaran kepada masyarakat tentang transparansi rekrutmen pegawai kontrak yang dilaksanakan di RSUD dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh. Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat meluruskan kesalahpahaman yang beredar dalam lingkungan masyarakat terkait transparansi rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin. 
6  1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan beberapa masalah sebagai berikut : 1. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap transparansi dari pihak rumah RSUD dr. Zainoel Abidin. 2. Masyarakat menganggap panitia tidak sportif dalam perekrutan tersebut 3. Kebijakan awal dalam rekrutmen berubah ditengah jalan yang abai diinformasikan kepada publik. 4. Timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap panitia rekutmen di RSUD dr. Zainoel Abidin 1.3 Pembatas Masalah Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dibatasi oleh adanya keluhan masyarakat yang menganggap kurangnya transparan dalam pelaksanaan rekrutmen tenaga kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin. 1.4 Rumusan Masalah Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat disimpulkan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana transparansi pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin? 2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin? 
7  3. Apa solusi untuk menghadapi kendala rekrutmen pegawai kontrak di RSUDdr. Zainoel Abidin?  1.5 Tujuan Penilitian Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui tranparansi pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin. 2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin. 3. Untuk mengetahui solusi menghadapi kendala dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin. 1.6 Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian Transparansi dalam Rekrutmen Pegawai Kontrak RSUD dr.Zainoel Abidin adalah: 1. Manfaat bagi Peneliti Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan tentang kualitas pelayanan serta untuk memenuhi tugas akhir. 2. Manfaat secara Teoritis Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai transparansi dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin.  
8  3. Manfaat Bagi Pemerintah  Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki tingkat transparansi, demi membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mewujudkan Good Governance. 1.7 Penelitian Terdahulu Penelitian yang relevan juga ditulis oleh Fierda Shafratunnisa “Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholder di SD Islam Binakheir (2015)”.6 Ia mengemukakan bahwa, penerapan prinsip transparansi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan SD Islam Binakheir kepada stakeholders sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan mulai yayasan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan, dan komite dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur SD Islam Binakheir. Penelitian kedua, ditulis oleh Arista Widiyanti yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengeloaan Alokasi Dana Desa (studi pada desa Sumberejo dan Desa Kandang di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan 2017)”.7 Dimana hasil dari penelitian ini berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penata usahaan, pelaporan dan                                                            6 Fierda Shafaratunnisa, Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders (Jakarta: SD Islam Binakheir, 2015) Hal 57.  7 Arista Widiyanti, Akuntabilitas danTransparansi Pengeloaan Alokasi Dana Desa (Studi pada desa Sumberejo dan desa Kandang di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, 2017). Hal55 
9  pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandang menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Fierda Shafratunnisa yaitu, penelitian yang sekarang fokus pada transparansi akan proses rekrutmen pegawai kontrak, sedangkan penelitian Fierda Shafaratunnisa fokus pada penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Arista Widiyanti yaitu, fokus penelitian Arista Widiyanti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian yang sekarang fokus pada transparansi akan proses rekrutmen pegawai kontrak. 
10 BAB II KAJIAN TEORI 2.1Transparansi 2.1.1 Pengertian Transparansi Transparansi merupakan adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai Peraturan Perundang-Undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable) dan berkala harus tersedia dan dapat diakses oleh publik. Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapatdipantau. Transparansi dapat mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan.Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bias dipahami publik. Selain itu, transparansi dapat membantu untuk mempersempit peluang 
11  korupsi dikalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Contohnya di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.6 Nico Adrianto menyatakan bahwa, transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Lebih lanjut didefinisikan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.7 Edah Jubaedah menyatakan bahwa, transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.8                                                            6 Darma,Manajemen Keuangan sekolah. Direktorat. (Tenaga Kependidikan: 2007Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Hal 23 7Adrianto, Nico. Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003). Hal 40 8Jubaedah.Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Bandung: PKP2AI LAN. 2008). Hal 30 
12  Kristianten menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaraan merupakan hak setiap masyarakat.9 Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu: a. Hak untuk mengetahui b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik c. Hak untuk mengemukakan pendapat d. Hak untuk memperoleh dokumen publik e. Hak untuk diberi informasi Menurut Lalolo transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.10 2.2 Indikator Transparansi Indikator Transparansi Kristianten menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :  a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen yaitu, adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program). b. Kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu, keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.                                                            9Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. (Jakarta: Rineka Cipta,2006). Hal52 10Lalolo, Loina. IndikatorAlatUkurPrinsipAkuntabilitas,TransparansidanPartisipasi. (Jakarta:BadanPerencanaanPembangunanNasional, 2003). Hal 13. 
13  c. Keterbukaan proses yaitu, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan. d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu, untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan yang ada yang menjamin transparansi.11 2.3 Rekrutmen 2.3.1 Pengertian Rekrutmen Dalam manajemen sumber daya manusia, rekrutmen merupakan fungsi operasional yang pertama. Hal ini semakin jelas menunjukkan betapa pentingnya masalah rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan oleh suatu lembaga. Maksud dan tujuan dari rekrutmen itu adalah untuk memperoleh suatu persediaan seluas mungkin dari calon-calon pelamar dengan cara sedemikian rupa sehingga lembaga akan mempunyai kesempatan untuk melakukan pilihan tenaga kerja bermutu yang diperlukan. Berikut ini adalah pendapat beberapa tokoh tentang rekrutmen. Menurut Kasmir rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar melamar ke lembaga.12 Justine T. Sirait mendefinisikan penarikan tenaga kerja (rekrutmen) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, guna memperoleh calon-calon pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi.13 Menurut T. Hani                                                            11 Kristianten, Ibid. Hal 73 12 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawalipers, 2012), Hal. 164. 13 Justine T. Sirait, Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), Hal.57. 
14  Handoko penarikan (recruitment) berkenaan dengan pencarian dan penarikan sejumlah karyawan potensial yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Penarikan menyangkut usaha untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersedia.14 Sedangkan menurut Ambar, rekrutmen adalah proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk menjadi pegawai oleh organisasi tertentu.15 Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penarikan tenaga kerja (rekrutmen) adalah proses pencarian, penarikan dan menemukan sejumlah orang atau calon pegawai yang kompeten dan layak guna menempati pos-pos pekerjaan yang telah ditetapkan. Sehingga harus selektif dalam memilih calon pegawai karena mereka adalah orang yang berkompeten di bidangnya, memiliki pengetahuan luas, rasa tanggung jawab dan dapat dipercaya (amanah).  2.3.2 Tujuan Rekrutmen Pada dasarnya proses rekrutmen tenaga kerja bertujuan mencari sosok karyawan yang dalam dirinya berpadu unsur amanah dan profesional. Sehingga pada akhirnya akanterpenuhi unsur kesesuaian budaya lembaga dan kompetensi talenta yang dibutuhkan oleh lembaga. Tujuan lain dari proses rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan calonpelamar sebanyak mungkin sehingga organisasi atau lembaga berkesempatan untuk memilih calon pekerja yang mmenuhi standar kualifikasi yang ditentukan. Selanjutnya rekrutmen juga                                                            14Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber daya Manusia. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1987).Hal 240. 15Ambar T. Sulistiyani dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep , Teori dan Pengembangan dalam konteks Organisasi Publik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) Hal. 134. 
15  didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan tenaga kerja. Namun pada dasarnya arti dari aktivitas rekrutmen semakin penting karena beberapa sebab, antara lain:16 a. Mayoritas organisasi baik swasta maupun publik berasumsi bahwa akan mengalami kekurangan karyawan yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk karyawan modern. b. Perampingan organisasi dan langkah-langkah penghematan biaya yang dilancarkan dalam tahun-tahun terakhir telah menyebabkan anggaran semakin kecil dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rekrutmen menjadi semakin penting untuk mendapatkan calon karyawan yang baik dan memiliki komitmen tinggi kepada tugas dan fungsi dalam lembaga atau tindakan mencari sejumlah karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan tambahan tenagakerja dengan motivasi, kemampuan keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan tenaga kerja yang dimulaipada saat calon pegawai mulai dicari dan berakhir ketika lamaran mereka diserahkan untuk diseleksi. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan adalah tujuan rekrutmen adalah untuk memenuhi penawaran sebanyak mungkin dari calon-calon                                                            16Hasibuan, Malayu S.P, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009). Hal. 133. 
16  karyawan sehingga organisasi memiliki peluang yang lebih besar untuk menentukan pilihan terhadap calon pelamar yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi.17 2.3.3 Proses Rekrutmen Proses rekrutmen meliputi beberapa poin penting, menurut Simamora:18 1. Penyusunan strategi untuk merekrut Dalam penyusunan strategi ini, departemen sumber daya manusia bertanggung jawab didalam menentukan kualifikasi-kualifikasi pekerjaan, bagaimana karyawan akan direkrut, di mana, dan kapan. 2. Pencarian pelamar-pelamar kerja Setelah rencana dan strategi perekrutan disusun, aktivitas perekrutan sesungguhnya bias berlangsung, melalui sumber-sumber perekrutan yang ada. Banyak atau sedikitnya pelamar dipengaruhi oleh usaha dari pihak perekrut di dalam menginformasikan lowongan, salah satunya adanya ikatan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan sumber-sumber perekrutan external seperti sekolah, universitas. 3. Penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok/ penyaringan Setelah lamaran-lamaran diterima, haruslah disaring guna menyisihkan individu yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kualifikasi-kualifikasi pekerjaan. Dalam proses ini memerlukan perhatian besar khususnya                                                            17Sondang. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2015). Hal. 101 18Simamora,  Henry. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Yogyakarta: STIE YKPN, 1997) Hal 221.  
17  untuk membendung diskualifikasi karena alasan yang tidak tepat, sehingga dalam proses ini dibutuhkan kecermatan dari pihak penyaring. 4. Pembuatan kumpulan pelamar Kelompok pelamar (applicant pool) terdiri atas individu yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan. Gambar 2.1 Proses Rekrutmen Menurut Mondy19                         Gambar di atas menunjukkan alur rekrutmen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Mondy (2018). Gambar di atas dapat kita simpulkan bagaimana alur  atau proses rekrutmen secara transparan yang wajib ditempuh                                                            19Frans Dione, Rekrutmen dan Seleksi, (Bandung: Grafindo Media Pratama PT, 2009). Hal 45  Rekrutmen Alternatif-alternatif Perancangan sumber daya Metode-metode internal Sumber-sumber eksternal Sumber-sumber internal Orang-orang yang direkrut Metode-metode eksternal Perencanaan sumber daya manusia 
18  bagi setiap instansi atau lembaga dari pengumuman lowongan jabatan (job posting): Prosedur untuk memberikan informasi kepada para karyawan akan adanya lowongan-lowongan jabatan, kemudian pengajuan lamaran jabatan (job bidding): Prosedur yang memungkinkan para karyawan yang memenuhi bersyaratan untuk melamar kerja pada jabatan yang diumumkan. Meskipun ada kategori eksternal dan internal, namun rekrutmen harus tetap sama dan transparansi. 2.4 Kebijakan Pemerintah Terhadap Rekrutmen Dalam perekrutan calon karyawan, organisasi/perusahaan diberi kebebasan untuk memilih apakah melakukan perekrutan sendiri atau menggunakan jasa penempatan tenaga kerja. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Pelaksana penempatan tenaga kerja ini bisa instansi pemerintah yang bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan atau lembaga swasta berbadan hukum yang telah memiliki izin usaha dari menteri terkait. Jika organisasi/perusahaan menyerahkan proses perekrutan tersebut kepada pelaksana penempatan tenaga kerja, maka pelaksana penempatan tenaga kerja ini wajib memberikan perlindungan kepada calon tenaga kerja tersebut sejak mulai perekrutan sampai penempatan. Oleh karena tanggungjawabnya inilah maka pelaksana penempatan tenaga kerja swasta boleh memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengusaha atau dari calon tenaga kerja.20                                                            20Ibid..., Hal 50 
19  Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2014 Tentang  Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah SakitPemerintah Aceh menjelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pegawai harus transparansi sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 4 Ayat (1) sebagai berikut21: “Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Non PNS BLUD diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh yaitu: 1. transparansi; 2. akuntabilitas;3. responsibilitas; 4. independensi; 5. efektifitas, dan 6. produktifitas.” Kemudian dijelaskan transparansi sebagaimana yang telah diuraikan dalam pasal 4 Ayat 1 dalam pasal 4 Ayat 2 sebagai berikut: “Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.” Dari Pergub di atas menjelaskan bahwa rekrutmen bukan hanya diperhatikan oleh pemerintah pusat tapi juga diperhatikan oleh pemerintah Aceh sendiri. Semoga dengan adanya Pergub di atas pemerintah Aceh terus berbenah dan menindak lanjut terkait transparansi rekrutmen. 2.5 Sistem Rekrutmen Menurut Simamora untuk menciptakan suatu system rekrutmen yang efektif para manajer dan manajer sumber daya manusia, seyogyanya menerapkan beberapa hal, antara lain:22 1. Mendiagnosis selektif mungkin (berdasarkan kendala waktu, sumber daya finansial, dan ketersediaan staf pelaksana yang ada) faktor-faktor                                                            21Pasal 4 Angka (1) dan (2) PeraturanGubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Aceh 22Simamora., ibid. Hal 246. 
20  lingkungan danorganisasi yang mempengaruhi posisi yang perlu di isi dan aktivitas rekrutmen. 2. Membuat deskripsi, spesifikasi, dan standart kinerja yang rinci. 3. Menentukan tipe individu-individu yang sering dikaryakan oleh organisasi dalam posisi yang sama. 4. Menentukan kriteria-kriteria rekrutmen. 5. Mengevaluasi berbagai saluran dan sumber rekrutmen 6. Menyeleksi sumber rekrutmen yang kemungkinan menghasilkan kelompok kandidat yang paling besar dan paling sesuai pada biaya yang serendah mungkin. 7. Mengidentifikasikan saluran-saluran rekrutmen untuk membuka sumber-sumber tersebut, termasuk penulisan iklan, menjadwalkan program rekrutmen. 8. Menyeleksi saluranrekrutmen yang paling efektif biaya. 9. Menyusun rencana rekrutmen yang mencakup daftar aktivitas dan daftar untuk menerapkannya. 2.6 Kendala-Kendala dalam Proses Rekrutmen Proses rekrutmen tidak selamanya berjalan mulus. Banyak hambatan dalam proses kegiatan tersebut, diantaranya kendala-kendala yang sering dijumpai adalah:    
21  1. Karakteristik Organisasi Karakteristik organisasi tercermin dari sistem nilai, norma dan budaya perusahaan, filosofi organisasi, visi dan misi organisasi serta tujuan dan strategi organisasi. 2. Tujuan dan kebijakan organisasi Hal ini dapat diatasi dengan cara menyelaraskan antara manajemen dan karyawan demi menyatukan tujuan dan kebijakan organisasi yang ingin dicapai. Baik itu kebijakan promosi, status tenaga kerja kebijakan penerimaan, dan tenaga lokal. 3. Kondisi Lingkungan Eksternal Kondisi lingkungan dapat memngaruhi nasib organisasi secara keseluruhan. Karena sebagai suatu sistem, organisasi akan berinteraksi dengan lingkungan. 4. Biaya Rekutmen Biaya merupakan hal yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen bisa cukup besar, yang mungkin tidak tersedia dalam anggaran organisasi. Masalah biaya dapat menjadi kendala tersendiri bagi organisasi yang ingin memperbaharui tenaga kerja. 5. Kompensasi besarnya kompensasi akan memengaruhi minat pelamar untuk menjadi karyawan sebuah organisasi. Besarnya kompensasi yang diperoleh secara individu juga akan menimbulkan dampak benturan sosial dan budaya manakala kompensasi yang diberikan secara tim. 
22   6. Kebiasaan Perekrutan Kebiasaan perekrutan pada masa lalu yang dianggap sudah baku dan dilakukan berulang-ulang akan mampu meningkatkan keahlian seorang perekrut. Namun ada kebiasaan negatif yang menjadi masalah  dan dianggap sudah tradisi dalam rekrutmen organisasi. 7. Pasar Tenaga Kerja Pasar tenaga kerja merupakan wilayah di mana penawaran dan permintaan bertemu dan memengaruhi terbentuknya harga tenaga kerja. Seperti kasus pencarian tenaga kerja asing di Korea juga melihat kondisi pasar kerja dalam negeri.23                                                                                 23Ike Kusdyah. Manajemen Sumber daya Manusia. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008). Hal 84 
23  Gambar 2.2 Proses Rekrutmen Bersifat Transparansi               Sumber: Rangkaian Dari Peneliti Tahun 2019                                                                                                                          Perencanaan SDM. Memerlukan tambahan SDM Ketentuan UU dan Etika Permintaan Khusus  Manajer Kebijakan Internal/ eksternal Kebijakan Anti Nepotisme dan Diskriminasi organisasi Daftar  Pelamar untuk diseleksi Metode Dan Proses Rekrutmen Lowongan pegawai/ Karayawan baru Tranparansi (Ps. 4 (4) Pergub Aceh No.33 Th.2014 
28 BAB III METODE PENELITIAN  3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan peneliti sebagai instrument dalam memecahkan permasalahannya.25 Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi,pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interprestasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang menditail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan  catatan-catatan.                                                  25 J. Supratno, Metode Penelitian Hukum dan Statistik. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003). Hal. 3 
29  Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana para pelaku mampu memahami transparansi dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin yang berbeda melalui data yang dikumpulkan dengan menjelaskannya berupa kata-kata yang tertuang dalam hasil penelitian ini. 3.2 Sumber Data Data Primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan Data Sekunder berbagai dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak RSUD dr. Zainoel Abidin. a. Data Primer Data primer adalah data berupa Data peserta yang lulus tahap pertama, kedua dan terakhir yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan hasil dari wawancara kepada informan terkait di RSUD dr. Zainoel Abidin. b. Data Skunder Data Skunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literature,artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data ini berupa dokumen-dokumen dan sumber kepustakaan (buku/ jurnal/ media) yang berkaitan tentang transparansi rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin.26 3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan pada bulan oktober sampai november Tahun2018, berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh.                                                  26Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal 29 
30  3.4 Framework (Kerangka Pemikiran) Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian                Rekrutmen RSUDZA Transparansi Kristianten (2006: 73) Indikator Transparansi  Sumber Daya Manusia a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen yaitu, adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program). b. Kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu, keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat c. Keterbukaan proses yaitu, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan. d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu, untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan yang ada yang menjamin transparansi. Untuk  mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.  
31  3.5 Populasi dan Sampel Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atasobyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus.27 Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Penentuan informan dalam penelitian ditetapkan secara purposive. Purposive adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau sastra, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.28 Adapun informan dalam penelitian ini adalah: 1. Bidang Kepegawaian atau HRD RSUD dr. Zainoel Abidin  2. Pegawai Kontrak 3. Akademisi, Praktisi (Badan Diklat, Pendidikan Pegawai) 4. Pegawai kontrak yang tidak lulus 3.6 Teknik Pengumpulan Data 1. Untuk mengumpulkan data pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, dan dokumentasi. Teknik wawancara mendalam dilakukan kepada Bidang Kepegawaian atau HRD                                                  27Rutoto, Sabar. Pengantar Metodelogi Penelitian,  (FKIP: Universitas Muria Kudus, 2007). Hal 34 28Arikunto, ProsedurPenelitian: Suatu Pendekatan Praktik.  (Jakarta: RinekaCipta, 2006). Hal 23  
32  RSUD dr. Zainoel Abidin, Pegawai Kontrak, Akademisi, Praktisi (Badan Diklat, Pendidikan Pegawai), dan Pegawai Kontrak yang tidak lulus. a. Wawancara Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telepon. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah kepada Bidang Kepegawaian atau HRD RSUD dr. Zainoel Abidin, Pegawai Kontrak, Akademisi, Praktisi (Badan Diklat, Pendidikan Pegawai), dan Pegawai Kontrak yang tidak lulus. b. Dokumentasi Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan respon dan berupa dokumen-dokumen, foto-foto, rekaman, dan video untuk mendukung keakuratan data. Data peserta yang lulus tahap pertama, kedua dan terakhir. 3.7 Teknik Analisis Data Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 
33  yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.29                                                  29Sugiyono.,ibid.Hal 335. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN4.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh Rumah Sakit Umum Daerah Zain Sumber: Website RSUDZA 4.1.1 Sejarah RSURumah Sakit Umum Daerah dr.satu instansi pelayanan publik yang memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat khususnya pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Rumah sakit ini berdiri pada tanggal 22 Februari 19                                                          30 www.rsudza.acehprov.go.id 34 BAB IV  Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Gambar 4.1 oel Abidin30www.rsudza.acehprov.go.id DZA Provinsi Aceh  Zainoel Abidin (RSUDZA) adalah salah 79 atas dasar Keputusan Menteri  diakses pada tanggal 1 November 2018 pukul 09.20 WIB    
35  Kesehatan RI No. 551/ Menkes/ SK/2F/1979 yang menetapkan RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai rumah sakit kelas C. Selanjutnya dengan SK Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 445/173/1979 tanggal 7 Mei 1979 Rumah Sakit Umum (RSU) dr. Zainoel Abidin ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin. Kemudian dengan adanya Fakultas Kedokteran Unsyiah, maka dengan SK Menkes RI No. 233/Menkes/SK/ IV/1983 tanggal 11 Juni 1983, RSUD dr. Zainoel Abidin ditingkatkan kelasnya menjadi rumah sakit kelas B Pendidikan dan rumah sakit rujukan untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam rangka menjamin peningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat serta optimalisasi fungsi rumah sakit rujukan dan juga sebagai rumah sakit pendidikan, maka dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 8 Tahun 1997 tanggal 17 Nopember 1997 dilakukan penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin.Selanjutnya berdasarkan SK Menkes RI No.153/Menkes/SK/II/1998 tentang Persetujuan Rumah Sakit Umum Daerah digunakan sebagai tempat pendidikan calon dokter dan dokter spesialis.31 Telah dikukuhkan kembali RSUD dr. Zainoel Abdian sebagai Rumah Sakit Kelas B Pendidikan. Pada tanggal 27 Agustus 2001 melalui Perda No. 41 tahun 2001 RSUD dr. Zainoel Abidin ditetapkan perubahan dari UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) menjadi LTD (Lembaga Teknis Daerah) dalam bentuk Badan Pelayanan Kesehatan (BPK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.                                                            31Ibid. 
36  Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPK RSUD dr. Zainoel Abidi disempurnakan kembali dengan Qanun No.10 Tahun 2003. Berdasarkan Qanun ini, dibentuk 2 (dua) wakil direktur, yaitu Wakil Direktur Pelayanan, Penunjang dan Pelatihan serta Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2003 juga menjelaskan bahwa RSUD dr.Zainoel Abidin mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan bermutu kepada masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; memberikan pelayanan rujukan dari Puskesmas, rumah sakit daerah; mendidik tenaga kesehatan yang profesional; memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat; memberikan pelayanan pemulihan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh. Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, mak Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin disempurnakan lagi dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2007.32 Dalam Qanun ini terjadi perubahan nomenklatur dan jumlah Wakil Direktur, dari 2 menjadi 4 terdiri dari Wakil Direktur Administrasi dan Umum, Wakil Direktur Pengembangan SDM, Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Penunjang. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 04 Tahun 2010                                                            32 https://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2018/08/10/sejarah-singkat-rsud-dr-zainoel-abidin/. Diakses pada tanggal 2 November 2018 pukul 08.00 WIB 
37  tentang Status Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, RSUD dr.Zainoel Abidin telah menjalankan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menerapkan PPK-BLUD secara bertahap. Dengan menimbang fleksibilitas PPK-BLUD yang belum diatur maka telah dilakukan perubahan dengan dasar diterbitkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2010. RSUD dr.Zainoel Abidin Banda Aceh ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.03.05/III/327/2011 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2011. Dengan meningkatkan mutu dan kemampuan pelayan kesehatan dalam upaya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka berdasarkan analisis organisasi, fasilitas dan kemampuannya, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin telah memenuhi persyaratan dan kemampuannya untuk menjadi rumah sakit Kelas A, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1062/ MENKES/SK/2011 tentang peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin menjadi tipe kelas A yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2011.33 Setelah memenuhi berbagai persyaratan substantif, teknis, dan administratif secara memuaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pada tanggal 20 Desember 2011, Gubernur Aceh telah menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin menjadi Satuan Kerja Perangkat Aceh yang                                                            33Ibid. 
38  menerapkan status PPK-BLUD secara penuh dalam Keputusan Gubernur 445/685/2011. Saat ini, RSUD dr. Zainoel Abidin adalah rumah sakit negeri kelas A dengan meraih akreditasi paripurna dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada 2015. Rumah sakit ini mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah ditetapkan sebagai rujukan tertinggi atau disebut pula sebagai rumah sakit pusat.  4.1.2 Profil RSUDZA Banda Aceh Tabel 4.1 Profil RSUDZA 1. Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin 2. Alamat : Jl. Tgk. Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh 3. Telepon : (0651) 34565 4. Fax : (0651) 34565 5. Email : rsudza@acehprov.go.id 6. Website : www.rsudza.acehprov.go.id 7. Status Kepemilikan : Pemerintah Aceh 8. Nama Direktur : dr. Fachrul Jamal, Sp. An- KIC 9. Kelas Rumah Sakit : Kelas A Pendidikan 10. SK Menkes RI : Nomor 1062/MENKES/SK/2011 11. Luas Lahan : 215.193 m2   - Gedung Lama : 118.915 m2   - Gedung Baru : 96.278 m2 12. Luas Bangunan : 54.785,13 m2   - Gedung Lama : 21.713,36 m2   - Gedung Baru : 33.071,77 m2 
39  13. Jumlah Tenaga : 1.601 Orang 14. Jumlah Tempat Tidur : 635 Sumber: Website RSUDZA www.rsudza.acehprov.go.id Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin beralamat Jl. Tgk. Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh. Rumah sakit ini terdiri dari gedung yaitu gedung lama dan gedung baru. Luas masing-masing adalah gedung lama 118.915 m2 sedangkan gedung baru 96.278 m2, jika digabung secara keseluruhan rumah sakit ini berdiri dia atas lahan 215.193 m2. Dengan luas gedung tersebut rumah sakit ini memiliki jumlah tenaga kerja 1.601 orang.34 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin menjadi pilihan pertama masyarakat Provinsi Aceh karena fasilitasnya paling lengkap di Provinsi. RSUD dr. Zainoel Abidindimiliki pemerintah provinsi Aceh dengan peringkat Kelas A Pendidikan berdasarkan SK Menkes RI Nomor 1062/MENKES/SK/2011.  4.1.3 Struktur Organisasi RSUZA Banda Aceh Gambar. 4. 2 Struktur Organisasi di RSUDZA Provinsi Aceh                                                            34https://id.scibd.com/doc/326239843/profil-rsudza-banda-aceh-rsu-zainalabidin. diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 16.20 WIB 
 Sumber: Website RSUDZA  4.2 Hasil Penelitian4.2.1 TransparansiZainoel AbidinBerdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen adalah transparansinya proses rekrutmen. Transparansi merupakan adanya kebijakan www.rsudza.acehprov.go.id   Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Kontrak di RSU  bahwa pelaksanaan rekrutmen harus berprinsip 40  D dr. 
41  terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Dalam rekrutmen pegawai non-PNS RSUD dr. Zainoel Abidinsudah transparan jika dilihat dari sudut informasi, namun masih dipertanyakan dalam hal hasil dari setian tahap ujian.Menerapkan aturan seuai dengan tempatnya memang bukan permasalahan yang kecil, soalnya masih banyak masyarakat dalam berbagai kalangan belum siap. Kesiapan dalam menerapkan dalam konsistensi dala menerapkan peraturan tersebut. Ini dapat dilihat seperti yang terjadi dalam proses rekrutmen pegawai non-PNS RSUD dr. Zainoel Abidin, awal prosesnya memang berjalan transparan namun disayangkan adanya peserta “siluman” pada tahap TKD/CAT yang mencederai komitmen transparan proses rekrutmen di RSUD dr. Zainoel Abidin. Berdasarkan kerangka pikir yang telah penulis gunakan bahwa ada empat indikator yaitu: (a) Kesediaan dan aksesibilitas dokumen yaitu, Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program), (b) Kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu, Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat, (c) Keterbukaan proses yaitu, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan, (d) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu, untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan yang ada yang menjamin transparansi. Masing-masing indikator tersebut akan menunjukkan bagaimana 
42  transparansi pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh di lapangan dari berbagai informan kunci, maka dapat diidentifikasikan bagaimana transparansi  pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh dengan menggunakan 4 indikator tersebut dan menjadi kerangka pikir penelitian ini. a. Kesediaan dan Aksesibilitas Dokumen Kesediaan informasi berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen pegawai non-PNS di RSUD dr. Zainoel Abidin, adanya peningkatan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat serta tidak adanya indikasi-indikasi terjadinya korupsi. Hal ini semua terwujud karena terpenuhinya informasi atau kemudahan dalam mengakses informasi. Segala bentuk informasi dapat dilihat di website RSUD dr. Zainoel Abidin www.rsudza.acehprov.go.id. Kemudahan akses tersebut bukan hanya bermanfaat bagi pelaksana, tetapi juga bagi peserta rekrutmen serta masyarakat umum yang ingin mengetahui proses pelaksanaan rekrutmen di RSUD dr. Zainoel Abidin.Pernyataan ini sebagaimana dikutip dari hasil wawancara sebagai berikut: “Berkaitan dengan akses informasi dalam rekrutmen sudah efektif.Kita dapat mengakses kapan saja dan dimana saja di www.rsudza.acehprov.go.id. Kemudahan akses informasi secara online sangat membantu para peserta dalam memperoleh berbagai informasi tentang rekrutmen, baik itu pelaksanaan tes, atau misalnya tentang penundaan pengumuman, penundaan waktu tes, intinya segala informasi tentang rekrutmen telah transparan dan dapat dinikmati oleh peserta yang mengikuti atau umumnya masyarakat.”.35                                                            35 Hasil wawancara dengan Irene Putri Mazda, Staf bagian Kepegawaian. Pada tanggal 6 Novermber, pukul 10.00 WIB di RSUDZA. 
43  Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain sebagai penguat pendapat di atas, yaitu: “Kita sebagai panitia pelaksana rekrutmen telah mengupayakan memberikan informasi sebaik mungkin dan tranasparan serta mudah untuk diakses informasi melalui www.rsudza.acehprov.go.id dengan mudah. pada era serba internet mewujudkan tranparansi cukup mudah dikarenakan di era mileneal ini masyarakat sudah memiliki akses internet dan dapat menilai jika ada kecurangan dengan mudah, oleh karena itu kecurangan tentang rekrutmen sudah sulit dilakukan baik kecurangan tidak adanya transparan dalam pengumuman maupun tidak akuntabel terhadap proses rekrutmen.T.)”.36 b. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi Berkurangnya pengaduan, keluhan dari peserta dan pertanyaan dari peserta ke pihak panitia pelaksana rekrutmen menjadi bukti bahwa informasi yang telah disediakan sudah dapat dipahami dengan jelas dan lengkap. Tabel 4.2 Informasi Lengkap tentang Tanggal Penting dalam rekrutmen Pegawai Non-PNS di RSUDZA No. Tahapan Jadwal Lokasi 1 Pendaftaran mealui kantor pos 14 s/d 19 Desember 2016 PT.Pos Indonesia 2 Pengunguman lulus administrasi 04 Januari 2017 Website RSUDZA 3 Pendaftaran ulang & pengambilan nomor  Ujian 05 s/d 06 Januari 2017 RSUDZA Banda Aceh 4 Pelaksanaan tes kompetensi dasar (TKD/CAT) 09 Januari s/d 14 Januari 2017 ICT center Unsyiah Darusalam 5 Wawancara pelamar yang lulus TKD/CAT 16 s/d 18 Januari 2017  RSUDZA Banda Aceh 6 Pengunguman akhir 25 Januari 2017 Website RSUDZA Sumber:Website RSUDZA www.rsudza.acehprov.go.id                                                             36 Hasil wawancara denga Lisa Fatmi, Staf bagian Kepegawaian. Pada tanggal 6 Novermber, pukul 11.40 WIB di RSUDZA. 
 c. Keterbukaan PDalam proses pelaksanaan rekAbidin ini panitia harus menjalani berbdiharapkan serta kelancaran rekrutmen. Di bawah ini penulis ingin menguraikan tahapan rekrutmen pegawai kontrak di RSUDtahun 2017 sebagai berikut:Alur Tahapan Rekrutmen PegawaiSumber: Website RSUDZA Tabel Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Pegawai NonNO NAMA KEGIATAN                                                          37Berdasarkan perolehan data dari laporan pertanggung jawaban rekrutmen pegawai nonPNS RSUDZA tahun anggaran 2016roses rutmen pegawai kontrak di RSUDagai tahap demi mendapatkan hasil yang  dr. Zainoel Abidin  Gambar 4.3   Non-PNS di RSUDZAwww.rsudza.acehprov.go.id  Tabel 4.3 Tahun Anggaran 2017 RSUDZA37   Waktu PelaksanaanTahun 2016 -2017 44 dr. Zainoel Banda Aceh   -PNS   Tahun 2017 -
45  Bulan  Bulan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1  PERSIAPAN              A Perencanaan kebutuhan              B Mengusul formasi kebutuhan              C Rapat dengan tim BKPP dan biro organisasi              D SK tim pengadaan               E Koordinasi persiapan tim verifikasi, tim BKN, tim psikolog, dan tim wawancara              F Membuat perencanaan jadwal kegiatan               G Membuat pengunguman              2  Pelaksanaan              A Menerima berkas lamaran              B Melakukan verifikasi berkas lamaran              C Penetapan lulus bagi peserta yang memenuhi persyaratan administrasi              D Pendaftaran ulang online peserta lulus administrasi              E Melakukan koordinasi terkait CAT/TKD              
46  NO NAMA KEGIATAN Waktu Pelaksanaan Tahun 2016 Tahun 2017 Bulan  Bulan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 F Mempersiapkan tempat pelaksanaan CAT/TKD              G Pelaksanaan CAT/TKD               H Pengunguman hasil CAT/TKD              I Pelaksanaan psikotes              J Pengunguman hasil psikotes              K Pelaksanaan TKB              L Pengunguman tahap akhir              3  Penyusunan Laporan              A Pengusulan SK dan Nota Dinas              B Penyerahan SK dan Nota Dinas              C Membuat Laporan               Sumber: Panitia rekrutmen pegawai kontrak RSUDZA  4.2.2 Tahap Persiapan Tahap persiapan rekrutmen merupakan tahap yang harus dijalani oleh panitia penerimaan tenaga kontrak baru di RSUD dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh. Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan oleh pihak panitia adalah sebagai berikut: 
47  1. Perencanaan Kebutuhan Perencanaan kebutuhan adalah yang penting untuk ditempuh dimana menyangkut tentang kelancaran serta kesuksesan dari pelaksanaan rekrutmen pegawain kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh. Perencanaan kebutuhan ini melibatkan semua kepala bidang/subbidang/unit dan BKN pusat sebagai pelaksana CAT dan jadwal pelaksanaan psikotes, tim berkoordinasi dengan tim psikolog Universitas Syi’ah Kuala sebagai pelaksana psikotes.38 Ketika ingin melaksanakan rekrutmen yangberkompeten dan trasparan maka panitia rekrutmen selaku pelaksanan serta lembaga harus siap dengan indikator transparanKejelasan, dan kelengkapan informasi yaitu keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahuioleh masyarakat. Dalam rekrutmen pegawai non-PNS di RSUD dr. Zainoel Abidin sudah jelas dan lengkap sebagaimana yang diberitakan melalui website resmi milik RSUD dr. Zainoel Abidin sendiri, baik itu pengumuman kelulusan maupun pengumuman pelaksanaan ujiannya. 2. Membuat Pengumuman  Setelah lowongan formasi pegawai non-PNS BLUD mendapatkan persetujuan dari Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin terkait penggunaan dana BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin pada tahun anggaran 2017 guna pelaksanaan rekruitmen pegawai non-PNS. Kemudian barulah diumumkan kepada masyarakat                                                            38Hasil wawancara denga Dewi, Kepala Bagian Kepewagaian Tahun 2016 Tanggal 8 November 2018 pukul 11.30 WIB di RSUDZA 
48  melalui Harian Serambi Indonesia dan Website resmi milik RSUDZA (www.rsudza.acehprov.go.id).39 Dalam rekrutmen harus memiliki indikator transparansi, salah satunya  kesediaan dan aksesibilitas dokumen yaitu, adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program). Informasi yang telah disediakan oleh pihak RSUD dr. Zainoel Abidin dapat diakses diberbagai media baik itu media cetak maupun website RSUD dr. Zainoel Abidindi www.rsudza.acehprov.go.id.  4.2.3 Pelaksanaan Rekrutmen Pada fase pelaksanaan rekrutmen ini memiliki beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pihak panitia antara lain sebagai berikut: 1. Penerimaan Berkas Lamaran Pada tahap ini penitia akan menerima berkas lamaran dari para calon pegawai non-PNS di RSUD dr. Zainoel Abidin. Berkas diterima oleh Tim Verifikasi yang diantar oleh PT. Pos Indonesia yang dimulai dari tanggal 14 sampai 19 Desember 2016. Pada tahap penerimaan berkas, total berkas yang diterima oleh pihak panitia rekrutmen 13.913 peserta. Selanjutnya Tim Verifikasi memilah dan menyusun berkas lamaran sesuai formasi jabatan. 2. Melakukan Verifikasi Berkas Lamaran  Setelah terkumpul semua lamaran dari peserta, selanjutnya tim verifikasi melihat kelengkapan berkas lamaran yang terdiri dari, KTP peduduk asli Aceh, umur minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun 31 Desember 2016, ijazah, ipk minimal 2,75, dan STR yang masih berlaku khusus tenaga medis, paramedis dan                                                            39ibid 
49  tenaga kesehatan lainnya, selanjutnya mengisi kelengkapan administrasi pada kolom yang telah disediakan oleh panitia.  3. Penetapan Peserta Lulus Tahap Administrasi Peserta yang dinyatakan lulus tahap administrasi diinformasi melalui Harian Serambi Aceh dan website resmi RSUDZA http://rsudza.acehprov.go.id pada tanggal 4 januari 2017, peserta yang diyatakan lulus berjumlah 10.347 orang dengan rincian setiap formasi sebagai berikut: a. Tenaga medis dan paramedis dengan jumlah kebutuhan 376 orang, sedangkan yang lulus tahap administrasi 3.683 orang, b. Tenaga kesehatan lainnya jumlah kebutuhan 71 orang, yang lulus tahap administrasi sebanyak 1.443 orang. c. Tenaga administrasi jumlah kebutuhan 53 orang, yang lulus tahap administrasi sebanyak 5.221 orang. 4.  Pendaftaran Ulang Online Peserta Yang Lulus Administrasi Pendaftran ulang online dilakukan di resmi RSUDdr. Zainoel Abidinhttp://rsudza.acehprov.go.id serta melakukan print out kartu peserta selambatnya dilakukan 4 (empat) hari setelah pengunguman kelulusan, apabila tidak melakukan registrasi ulang maka peserta akan dinyatakan gugur. Pada tahap ini panitia akan menginformasikan tentang tata tertib peserta dalam mengikuti ujian, seperti kewajiban bagi peserta untuk hadir 30 menit sebelum pelaksanaan ujian CAT serta panitia tidak dapat akan memberikan keringanan terkait keterlambatan peserta ujian. 5. Melakukan Koordinasi Terkait TKD dan CAT 
50  Tim pelaksana melakukan koordinasi dengan BKN regional XIII Aceh tentang peserta yang akan mengikuti tes CAT, pengelompokan peserta ujian dibagi menjadi 3 (tiga) grade pendidikan. Grade I pendidikan SMA, grade II pendidikan D-I sampai D-III, dan grade III untuk jenjang pendidikan S-1 sampai S-2. Ujian akan dilakukan menurut grade, dimulai dari grade I sampai selesai, kemudian grade II sampai selesai kemudian diakhiri oleh grade III sampai selesai. Tanggal pelaksanaan ujian akan diberitahukan pada 1-2 hari-H serta pelakasanaan uji coba soal dan tes server 1-2 hari -H.40 6. Mempersiapkan Tempat TKD/CAT Untuk menjamin kelancaran TKD/CAT serta kenyamanan peserta, maka panitia telah mempersiapkan TKD/CAT ini jauh hari dan secara matang supaya tidak adanya kendala ketika TKD/CAT berlangsung. Persiapan ini meliputi penyediaan alur antrian pendaftaran, tanda penunjuk alur, kesiapan komputer, layar monitor simulasi TKD/CAT dan lainnya. 7. Pelaksanaan TKD/CAT Pelaksanaan TKD/CAT merupakan salah satu tahap yang paling ditunggu. Kompetensi dasar (TKD/CAT) dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 29 Januari 2017. Bertempat di lingkungan Universitas Syi’ah Kuala Darussalam Kota Banda Aceh dengan menggunakan beberapa gedung antara lain: gedung ICT Unsyiah, gedung FKIP, gedung Fakultas Kedokteran lantai 1 dan 2, dan gedung Keperawatan Unsyiah.41                                                            40Hasil wawancara Nabila Fajrina staff sub. Bagian keuangan sebagai salah satu panitia rekrutmen, pada tanggal 6 November 2018 pukul 11.00 di RSUDZA. 41ibid 
51  Pelaksanaan tes CAT ini dilaksanakan langusng oleh Tim dari BKN Regional XIII Aceh dan Tim BKN Pusat (Jakarta). Peserta yang mengikuti CAT sebanyak 10.374 orang dengan menggunakan sistem perangkingan. Dalam 1 (satu) haridapat terlaksana 7 (sesi), selama berlangsung ujian. Hasil dari pelaksanaan tes TKD/CAT secara langsung ditampilakn ketika berlangsungnya ujian di Over Head Projector (OHP) untuk memberi nilai transparansi dalam tes TKD/CAT dan pengumuman setiap selesai sesi ujian. Pada tahap ini terjadi masalah adanya peserta “siluman”. Pesertasiluman ini berasal dari tenaga bakti yang tidak lulus pada tahap pertama, namun diberi kesempatan kedua untuk lulus serta mengikuti tahapan tes TKD/CAT.42 Penulis melakukan verifikasi kepada pihak kepegawaian bahwa benar adanya peserta siluman. Peserta siluman ini tidak lain adalah para tenaga yang bakti yang telah bekerja selama 5 tahun ke atas, maka dari pihak RSUD dr. Zainoel Abidin dengan pertimbangan tersebut, maka pihak RSUD dr. Zainoel Abidin memasukkan kembali nama yang telah gugur pada tahap TKD/CAT.43 Hal ini sebagaiman hasilwawancara dengan ibu Dewi selaku kepala bagian kepegawaian berikut:  “Terkait nama-nama yang muncul itu perlu saya jelaskan bahwa nama tersebut bukanlah peserta “siluman” yang muncul serta merta, namun nama-nama tersebut merupakan kebijakan dari pihak panitia terhadap tenaga bakti yang sudah berkerja di RSUDZA selama bertahun. Jadi nama-nama tersebut tidak seperti yang diisukan”.44                                                            42Hasil wawancara dengan Dewi, Kepala Bagian Kepewagaian Tahun 2016 Tanggal 8 November 2018 pukul 11.30 WIB di RSUDZA 43http://www.ajnn.net/news/diduga-ada-peserta-siluman-lulus-tes-di-rsudza/index.html. Diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 18.00 44Hasil wawancara dengan Dewi,.. Tanggal 8 November 2018 pukul 14.00 WIB di RSUDZA 
52  Berdasarkan wawancara dengan salah seorang peserta yang belum beruntung bernama Putri Rahmawati.  “Adanya nama-nama yang sebelumnya tidak terdapat dalam list nama yang dinyatakan lulus tiba-tiba muncul dalam list nama yang mengikuti tes TKD/CAT, maka kami yang telah gugur dimana letak keadilan serta transparansi proses rekrutmen ini”.45  Begitulah yang diungkapkan oleh Putri Rahmawati sebagai peserta yang gugur dalam tes.Terkait transparansi dalam rekrutmen salah satu akademisi menganggapi sebagai berikut: “Dalam suatu rekrutmen harus memiliki mekanisme yang baik. Setelah memiliki mekanisme yang baik selanjutnya para pihak lembaga atau panitia rekrutmen harus mengawasi mekanisme rekrutmen supaya berjalan sebagaimana mestinya. Menurut saya tentang rekutmen yang di RSUDdr. Zainoel Abidin jika ingin rekrutmen sebenarnya itu harus memiliki sifat transparan dan akuntable. Transparan dan akuntabel adalah dua undur yang tidak dapat dipisahkan dalam rekrutmen karena rekrutmen harus akuntabel dalam proses selanjutnya trasnparan dalam informasi atau pengumuman”. 46 8. Pengumuman hasil TKD/CAT Kempetensi dasar (TKD/CAT) menjadi tantangan besar bagi setiap peserta rekrutmen, tentunya pengumuman ini sangat dinantikan hasilnya. Seperti pada tahap sebelumnya pengumuman dikabarkan melalui melalui website resmi milik RSUD dr. Zainoel Abidin http://rsudza.acehprov.go.id, pada tanggal 6 februari 2017. Pengumuman ini diurutkan berdasarkan rangking tertinggi sampai rangking terendah dari total keseluruhan peserta yang mengikuti tes. Untuk kebutuhan                                                            45Hasil wawancara dengan Putri Rahmawati sebagai peserta yang gugur dalam rekrutmen pegawai non-PNS Tanggal 13 November 2018 46Hasil wawancara dengan Nurul Hidayah sebagai Widyaiswana Madya BPSDM Provinsi Aceh serta sebagai akademisi, Tanggal 16 November 2018 pukul 09.45 WIB di Fakultas Fisip Uin Ar-Raniry Banda Aceh 
53  formasi panitia melakukan 4 kali pemotongan  jumlah peserta dari masing-masing formasi jabatan untuk mengikuti tahapan tes selanjutnya.  Tabel 4.4 Rekap Estimasi Perangkingan TKD/CAT47 NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH FORMASI JUMLAH KELULUSAN BAKTI YANG LULUS 1 Dokter Umum 12 Orang 48 Orang 5 Orang 2 S1 Keperawatan 100 Orang 400 Orang 49 Orang 3 D-III Keperwatan 250 Orang 1000 Orang 93 Orang 4 D-III Kebidanan 14 Orang 56 Orang 5 Orang 5 S1 Apoteker 5 Orang 20 Orang 0 Orang 6 S1 Kesehatan Masyarakat 5 Orang 24 orang 1 Orang Sumber: Sub.bagian kepegawaian sebagai panitia rekrutmen pegawai non-PNS tahun 2016-2017 9. Pelaksanaan Psikotes Psikotest dapat didefinisikan sebagai suatu metode untuk mendapatkan suatu sampel tingkah laku seseorang dalam situasi yang standar. Dapat dikatakan juga bahwa tes adalah suatu ‘contoh’ tingkah laku dalam situasi. ‘Contoh’ tersebut diregistrasikan sebagai hasil test dan merupakan tingkah laku yang akan selalu ditunjukkan oleh seseorang dalam situasi yang sama. Situasi yang standar diartikan sebagai kondisi-kondisi yang sama bagi semua orang yang ditest. Jadi Psikotes bukanlah dapat disamakan dengan ujian mengenai pengetahuan. Psikotes bukanlah sesuatu yang perlu dipelajari atau dipelajarkan. Banyak orang yang salah                                                            47Diperoleh dari Sub.bagian kepegawaian sebagai panitia rekrutmen pegawai non-PNS tahun 2016-2017 
54  mengerti tentang Psikotes, terutama orang-orang yang menganggap dapat dipelajari dan mereka yang berorientasi pada status, bukan prestasi, sehingga mereka berusaha mempelajari Psikotest dengan cara-cara tertentu dan melakukan pemalsuan atau penipuan (cheating) dengan pertolongan seseorang yang sedikit tahu tentang Psikotest atau bahkan dari seorang psikolog yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian ia mengira akan mempunyai kesempatan untuk maju dalam karirnya. Tetapi dengan demikian justru ia menipu diri sendiri dan merugikan organisasi.48 Pelaksanaan tes dilakukan pada tanggal 12 Februari 2017 yang dilaksanakan oleh tim psikolog dari Unsyiah, Tim BKN regional XIII Aceh dan Tim BKN Pusat.tes Psikolog yang dilakukan oleh panitia RSUD dr. Zainoel Abidin ini diharapkan dapat memperoleh calon pegawai non-PNS yang cocok dengan formasi jabatan yang disediakan oleh RSUD dr. Zainoel Abidin. 10. Pengumuman Psikotes Setelah mengikuti psikotes para duhadapkan dengan pengumuman yang menentukan perjalanan calon pegawai non-PNS pada rekrutmen ini. Pengumuman psikotes dilakukan melalui website remi milik RSUD dr. Zainoel Abidin http://rsudza.acehprov.go.id pada tanggal 25 Februari 2017. 11. Pelaksanaan TKB (Tes Kompetensi Bidang) Setalah melewati psikotes maka pelamar dihadapkan dengan Tes Kompetensi Bidang (TKB). TKB ini dibagi menjadi 2 subtansi yaitu tes subtansi bidang dan wawancara. Tes subtansi bidang untuk mengukur tingkat penguasaan                                                            48 ibid 
55  bidang formasi jabatan yang di lamar sedangkan wawancara bertujuan untuk melihat kemampuan peamar secara langsung melalui komunikasi. Seleksi ini dilakukan pada tanggal 27 Februari 2017. 12. Pengumuman Tahap Akhir Pengumuman tes kemampuan bidang pada tanggal 3 maret 2017 melalui melalui website resmi milik RSUD dr. Zainoel Abidin http://rsudza.acehprov.go.id. Peserta yang lulus pada tahap ini ditetapkan menurut rangking nilai dan peserta yang dinyatakan lulus cadangan akan dipanggil jika peserta yang dinyatakan lulus mengundurkan diri. Akhirnya, jumlah total peserta yang lulus pada tahan ini berjumlah 500 orang dan lulus cadangan berjumlah 61 orang. 49 4.2.3 Laporan Hasil Pelaksanaan Rekrutmen Setelah menempuh berbagai proses rekrutmen, mulai dari pendaftaran, verifikasi berkas sampai pada pengumuman tahap akhir yang menjadi setiap tujuan dari setiap peserta. Tentunya dalam setiap kompetisi akan ada yang menjadi pemenang dan ada juga yang harus ikhlas menerima kegagalan sebagai batu loncatan sembari berusaha di lain kesempatan. Setalah berhasil melaksanakan rekrutmen, ada beberapa tahap yang harus dijalani antara lain: 1. Penyusunan SK dan Nota Dinas Dalam hal ini Kepala Subbagian Kepegawaian dan sepengetahuan Kepala Bagian Tata Usaha mengusulkan SK pengangkatan tenaga kontrak sesuai dengan formasi jabatan dan penempatan tugas baru oleh direktur RSUD dr. Zainoel Abidin. Setelah mendapatkan persetujuan direktur kemudian Kepala Subbagian                                                            49ibid 
56  Kepegawaian membuat SK Pengangkatan Tenaga Kontrak sesuai dengan formasi jabatan dan Nota Dinas penempatan tugas serta menyampaikan kepada Kepala Tata Usaha untuk diteruskan kepada direktur RSUD dr. Zainoel Abidin. 2. Penyerahan SK dan Nota Dinas  Penyerahan SK dan Nota Dinas yang telah ditandatangai oleh direktur RSUDZA untuk diserahkan kepada pegawai sebagai bukti telah sah secara hukum sebagai pegawai Non-PNS di RSUD dr. Zainoel Abidin, selanjutnya akan diteruskan kepada masing-masing Ka.Bidang/ Ka. Unit.50 3. Membuat Laporan Pelaksanaan Penyerahan SK dan Nota Dinas kepada pegawai Non-PNS yang baru maka telah usai kegiatan rekrutmen di RSUD dr. Zainoel Abidin namun, ada kewajiban terakhir yang wajib dilakukan panitia adalah melaporkan kegiatan yang telah terlaksana dari awal sampai akhir. Panitia menyampaikan laporan tahapan-tahapan kegiatan rekrutmen tenaga kontrak BLUD Non-PNS 2017. 4.2.4 Metode Rekrutmen Tenaga Non-PNS di RSUD dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh Pelaksanaan pengadaan tenaga kontrak non-pns di lingkungan RSUDdr. Zainoel Abidindilaksanakan menggunakan tahap yaitu Administrasi,  TKD (Tes Kemampuan Dasar), TKB (Tes Kemampuan Bidang). Berikut ini adalah perincian metode rekrutmen dari setian tahapan. 1. Tahap Administrasi                                                            50Hasil wawancara dengan Dewi, Kepala Bagian Kepewagaian Tahun 2016 Tanggal 11 November 2018 pukul 10.00 WIB di RSUDZA 
57  Pada tahap administrasi ini panitia rekrutmen melihat kelengkapan data pelamar mulai dari ijazah dengan IPK minimal 2,75, khusus bagi tenaga kesehatan wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, dan khusus bagi formasi tenaga kesehatan wajib melampirkan sertifikat BTCLS/ACLS/ATLS serta berumur paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada 31 Desember 2017. 2. Tes Kemampuan Dasar (TKD) Tes kemampuan dasar merupakan suatu metode seeksi dengan menggunakan komputer, kemudian peserta akan mengerjakan ujian sebagaimana yang telah tertera di layar monitor komputer. Tes ini akan diberikan waktu selama 60 menit yang terdiri dari 100 soal. Soal ini terbagi atas 35 soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),  30 soal Tes Intelegensi Umum (TIU), dan 35 soal Tes Kerakteristik Pribadi (TKP) 3. Tes Psikologi Psikotest merupakan salah satu rangkaian proses yang berguna unuk memeriksa psikologis dalam bentuk paper-and-pencil. Psikotes ini bermaksud untuk memprediksi performs sebelum bekerja dan dapat memberi gambaran tentang kepribadian dari pekerja serta menjadi parameter kemauan dalam bekerja. Berikut ini adalah parameter yang digunakan dapat dilihat sebagai berikut:         
58  Table 4.5 Parameter Psikotes     Sumber: Panitia rekrutmen pegawai kontrak RSUDZA                                                                                                                          Dalam parameter di atas memilki tingkat penilaian mulai dari R atau rendah , K atau kurang, C atau Cukup, B atau baik dan T atau tinggi. Dalam penilaian yang dilakukan oleh panitia, peserta harus memiliki nilai C atau cukup pada setiap penilain kecuali pada kecendrungan agresif hanya mempunyai taraf cukup. 4. Tes Kemampuan Bidang (TKB) Tes kemampuan bidang meliputi 2 macam tes yaitu: tes subtansi bidang dan wawancara. Tes subtansi bidang adalah tes untuk mengukur tingkat kemampuan dan kesesuaian antara kompetensi peserta tes seleksi dengan formasi jabatan yang dipilih. Selanjutnya tes wawancara, yaitu bermaksud untuk mengukur secara langsung dalam berinteraksi, komunikasi dan motivasi peserta tes dalam formasi jabatan yang dipilih, serta menggali, mencari dan menguji bukti kompetensi peserta tes. Khusus bagi formasi jabatan tenaga medis, para medis dan tenaga No Parameter R K C B T 1 Aktivitas Dalam Berkeja      2 Semangat Kerja      3 Relasi Sosial      4 Kebutuhan berkelompok      5 Kebutuhan pendekatan dan kasih sayang      6 Berkerja sistemasi      7 Hasrat berubah      8 Pengendalian emosi      9 Kecendrungan agresif      10 Kebutuhan menbantu atasan      11 Kebutuhan taat pada aturan dan pengawasan       12 Menyelesaikan pekerjaan secara mandiri      13 Bekerja keras      14 Motivasi berprestasi      
59  kesehatan lainnya wajib melampirkan STR asli sebagai rekomendasi bukti kompetensi peserta tes. d. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi Kerangka regulasi yang menjamin transparansi sebagai payung hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang transparan sesuai yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Gebernur Aceh Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengankatan dan Pemberhentian Pegawai Non-PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pegawai harus transparan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 4 Ayat (1) sebagai berikut51: “Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Non PNS BLUD diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD Rumah SakitPemerintahAceh yaitu: 1. transparansi; 2.akuntabilitas; 3. responsibilitas; 4. independensi; 5. efektifitas, dan 6. produktifitas.” Kemudian dijelaskan transparansi sebagaimana yang telah diuraikan dalam pasal 4 Ayat 1 dalam pasal 4 Ayat 2 sebagai berikut: “Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.”  Bahwa RSUD dr. Zainoel Abidin adalah institusi pemerintah di bidang kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga sangat membutuhkan adanya keseimbangan jumlah pegawai baik secara kuantitas maupun kualitasnya sehingga perlu mengajukan kegitan pegadaan tenaga Non-PNS untuk mengisi kekosongan akibat dari pengembangan/ perluasan area rumah sakit.                                                            51 Pasal 4 Angka (1) dan (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Aceh 
60  4.2.4 Kendala Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin Pada umumnya rekrutmen biasa dihadapi kendala dalam mengambil dua bentuk, yaitu kendala yang bersumber dari organisasi yang bersangkutan sendiri  seperti transparansi rekrutmen,faktor internal dan eksternal yang bersumber dari lingkungan dimana organisasi bergerak. Begitu juga dengan RSUD dr. Zainoel Abidin tidak dapat dihindari dari beberapa masalah yang telah disebutkan di atas. 4.2.5 Faktor Internal Organisasi Kebijakan dalam organisasi, dapat menciptakan para pekerja yang berkualitas. Kebijaksanaan tentang imbalan, sangat berpengaruh pada kinerja para pekerja, sehingga perlu perencanaan yang matang agar sesuai denganapayang diharapkan pekerja. Ketidaksesuaian pemberian imbalan akan mengurangi efektivitas tenaga kerja yang tentunya berakibat buruk bagi perusahaan atau organisasi. Seperti halnya kebijakan atau proses pelaksanaan rekrutmen di RSUD dr. Zainoel Abidin yang tidak sempurna yang mengakibatkan terjadinya tidak trasparansi  dalam proses tersebut. Karena ketidaksiapan atau informasi yang dikeluarkan tidak seperti pelaksanaan.52 4.2.6 Faktor Eksternal Organisasi Faktor eksternal adakalanya dilihat sebagai kendala yang berarti terhadap kelancaran rekrutmen. Berikut ini beberapa contoh dari faktor eksternal yang perlu diperhitungkan dalam proses rekrutmen adalah sebagai berikut :                                                            52Hasil wawancara dengan Irene Putri Mazda, Staf bagian Kepegawaian. Pada tanggal 6 Novermber, pukul 10.00 WIB di RSUDZA 
61  1. Tingkat pengangguran, dalam hal tingkat pengangguran tinggi para pencari tenaga kerja bisa bertindak lebih selektif karena banyaknya yang melamar. Angka pengangguran di Aceh khususnya terbilang masih tinggi, tentunya akan mengakibatkan banyaknya pelamar dari beragam keahlian diluar perkiraan atau melampaui kuota. 2. Langka tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu, berhubungan dengan semakin beranekaragamnya keterampilan dan keahlian yang diperlukan dari waktu seiring dengan perkembangan zaman. Meski banyaknya pelamar ada kendala yang tidak terhindar seperti kurangnya keahlian yang sesuai permintaan dari RSUD dr. Zainoel Abidin. 3. Proyeksi angkatan kerja pada umumnya, berkaitan dengan kondisi demografis seperti pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan sebagainya. Sebagaimana diketahui pertumbuhan jumlah penduduk semakin meningkat, begitu juga dengan angka pengangguran juga bertambah. 4. Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; misalnya ketentuan mengenai upah minimum, ketentuan mempekerjakan wanita dan anak-anak, serta lain sebagainya. Faktor ini dikarenakan terkadang memberatkan BLUD atau dalam hal ini RSUD dr. Zainoel Abidin.53 5. Isu penyelewengan dalam rekrutmen, berkaitn erat dengan nilai-nilai etika yang berlaku. Contoh seperti adanya isu-isu mirirng tentang peserta siluman pada rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin.                                                            53 http://ajnn.net/news/diduga-ada-peserta-siluman-lulus-tes-di-rsudza/index.html Diakses pada tanggal 25 november, pukul 12.21 WIB. 
62  Setelah penulis melakukan verifikasi kepada pihak kepegawaian bahwa benar adanya peserta siluman. Peserta siluman ini tidak lain adalah para tenaga yang bakti yang telah bekerja selama 5 tahun ke atas, maka dari pihak RSUDdr. Zainoel Abidin dengan pertimbangan tersebut, maka pihak RSUDdr. Zainoel Abidinmemasukkan kembali nama yang telah gugur pada tahap TKD/CAT ini berpengaruh terhadap kelancaran rekrutmen. Isu ini muncul dari direktur Pusat Kajian Analis Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PaKAR) Aceh bernama Muhammad Khaidir. Beliau menyatakan bahwa Peserta yang tidak lulus psikotes, tapi tiba-tiba namanya ada di daftar peserta lulus tahap akhir. Bahkan jumlah peserta yang diduga siluman dalam seleksi pegawai rumah sakit provinsi itu mencapai belasan orang.54  4.2.7 Solusi Menghadapi Kendala dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin Setelah melakukan penelitian selama 3 bulan (september sampai dengan november), kemudian mempelajari hasil penelitian. Setelah mengetahui adanya kendala-kendala yang dihapi oleh panitia  dalam melakukan rekrutmen pegawai non-PNS yang dikatahui melalui berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai dibidang Kepegawaian RSUD dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh. Setelah mendapatkan permasalahan dalam rekrutmen kemudian peneliti mencari solusi                                                            54Hasil wawancara dengan Nurul Hidayah sebagai Widyaiswana Madya BPSDM Provinsi Aceh serta sebagai akademisi, Tanggal 10 November 2018 pukul 08.00 WIB di Fakultas Fisip Uin Ar-Raniry Banda Aceh.  
63  dari berbagai sumber. Adapun solusi yang didapat dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.55 1. Evaluasi Mekanisme Rekrutmen Dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia berkualitas untuk dipekerjakan pada intansi, dapat memilih berbagai sumber rekrutmen.Sumber rekrutmen dapat berasal dari universitas lokal dan dapat juga berasal dari universitas terkenal.Intansi juga dapat membuat iklan di media cetak atau intansi dapat memasang iklan di web resmi intansi atau portal lowongan kerja. Untuk mengevaluasi berbagai sumber rekrutmen ini kita harus melihat efektif dan efisiennya. Pengertian efektif dalam rekrutmen ini adalah dimana sumber rekrutmen berhasil didapatkan karyawan-karyawan yang berkualitas sesuai kriteria yang telah diberikan. Efisien di sini berarti biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan seorang karyawan. Mengerjakan rekrutmen pada universitas lokal memungkinkan mendapat banyak kandidat. Dari banyak kandidat ini mungkin kita akan menyaring mahasiswa-mahasiswa yang akan kita wawancarai. Dari hasil saringan ini, intansi kemudian mengundang wawancara mahasiswa-mahasiswa yang masuk dalam saringan ini. Kemungkinan sebagian besar mahasiswa ini menerima tawaran wawancara ini dan datang untuk mengikuti wawancara. Dari wawancara ini kemudian ada proses berikutnya hingga kandidat-kandidat yang sesuai dengan kriteria akanditerima.56                                                            55 ibid 56Ibid. 
64  Jika kita menjalankan rekrutmen pada universitas-universitas terkenal maka kita akan mendapatkan banyak kandidat berkualitas. Tetapi saat kita mengundang mereka untuk datang wawancara mungkin yang mau datang tidak sebanyak jika kita merekrut dari universitas lokal, karena kandidat yang berkualitas tentu memiliki banyak pilihan mau bekerja pada intansi mana. Disini kita akan mendapatkan lebih sedikit kandidat yang datang interview. Dari hasil interview dan proses-proses rekrutmen selanjutnya kemungkinan besar kita akan mendapatkan karyawan sesuai kriteria yang telah kita berikan. Jika memasang iklan pada media cetak, kemungkinan kita akan mendapatkan banyak sekali lamaran tetapi sedikit yang berkualitas. Jika lamaran diberikan dalam bentuk fisik, kita akan mengeluarkan banyak tenaga untuk membuka dan menyeleksi lamaran satu per satu. Dalam era digital kita mungkin menaruh informasi lowongan kerja pada portal lowongan kerja. Dalam situs portal lowongan kerja biasanya disediakan tool-tool yang memudahkan kita memisahkan pelamar yang sesuai kriteria intansi dan mana yang tidak memenuhi kriteria intansi.Ada juga tool-tool yang dilengkapi dengan undangan wawancara dan seterusnya.Situs portal lowongan kerja ini memang media yang sangat baik mempertemukan pencari kerja dan penyedia lowongan.57 Tentu saja setiap intansi mempunyai pengalaman dalam menggunakan sumber-sumber rekrutmen. Ada sumber rekrutmen yang efektif dan efisien dalam mendapatkan karyawan, ada juga sumber yang efektif mendapatkan karyawan                                                            57ibid 
65  tetapi biayanya mahal, ada yang tidak efektif tetapi biayanya murah, tetapi ada juga yang tidak efektif dan berbiaya mahal. Departemen harus dapat menganalisa mana sumber yang berbaik dalam melakukan rekrutmen. 2. Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Rekrutmen Keterbukaan proses yaitu, Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan.Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Sedangkan Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu accountability yang artinya keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurul Hidayah sebagai Widyaiswana Madya BPSDM Provinsi Aceh serta sebagai akademisi bahwa rekrutmen yang baik dan benar itu harus terbuka prosesnya, artinya setiap proses yang ada dalam rekrutmen harus berjalan dengan transparan supaya peserta tidak merasa dicurangi oleh pihak panitia.58 Akuntabilitas yang baik, akan mengurangi adanya tindak kecurangan di suatu instansi. Dengan adanya pengawasan dan pertanggungjawaban, maka pihak-pihak yang diberi amanah akan lebih merasa takut melakukan tindakan kecurangan. Setidaknya tindakan kecurangan pada perusahaan yang memiliki akuntabilitas yang baik dapat lebih diminimalisir jika dibandingkan dengan instansi yang bahkan tidak memiliki akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas yang memadai merupakan pertanggungjawaban dengan pengawasan yang baik,                                                            58Ibid., 
66  terstruktur, terdapat sanksi yang tegas apabila dilanggar, dan mengikat pekerja di instansi tersebut. Dalam pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan di RSUD dr. Zainoel Abidin, maka jenis akuntabilitas yang sesuai di sini  ada akuntabilitas prosedural, yaitu pertanggung-jawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah dietapkan. Pengertian akuntabilitas prosedural ini adalah sebagaimana dengan akuntabilitas proses. Dapat disimpulkan bahwa fungsi akuntabilitas di sini untuk menjamin proses kegiatan rekrutmen yang dilakukan di RSUD dr. Zainoel Abidin berjalan sesuai dengan moralitas, etika, kepastian hukum.59 Tranparansi dan akuntabel merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Dimana tranparansi merupakan keterbukaan informasi kepada publik kemudian akuntabel yaitu mempertanggung jawabkan dalam proses. Artinya ketika sebuah organisasi baru dinilai sudah tranparan jika dalam prosesnya terdapat akuntabel untuk menyempurnakan tranparansi itu sendiri. Sudah seharusnya, pemerintah maupun petinggi-petinggi di instani-instansi yang ada di Indonesia membenahi transparansi dan akuntabilitas di instansinya agar tindakan kecurangan dapat diminimalisir. Apalagi di level pemerintahan yang sepertinya sudah mulai mengabaikan dua prinsip ini. Pemerintah sudah seharusnya membenahi sistem yang ada agar tidak ada lagi kasus korupsi maupun                                                            59https;//bachrudinmustafa-staff-upi-edu/2016/04/10/memperbaiki-rekrutmen-akuntabilitas/-transparansi-dan-produktivitas-rekrutmen. Diakses pada tanggal 11 November 2018, Pukul 11.38 WIB 
67  tindak kecurangan lainnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat.Sanksi yang tegas bagi pelaku tindak kecuranan juga diperlukan sebagai tindakan represif, selain perbaikan di sisi transparansi dan akuntabilitas, sehingga mampu terwujud tata pemerintahan yang baik (good governance). 3. Pengawasan Sistem Rekrutmen  Pengawasan sistem rekrutmen menjadi hal yang penting dalam mencari solusi dari kendala-kendala rekutmen, karena dalam pengawasan yang baik akan diketahui dimana kekurangan serta permasalahan dalam rekrutmen. Dengan adanya pengawasan terhadap rekrutmen tentu akan membuat rekrutmen berjalan sesuai dengan sistem sebagaimana dimaksudkan aturan-aturan rekrutmen. Tidak hanya sebatas mencari solusi, pengawasan sistem rekrutmen juga berfungsi untuk meminimalisir adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum. 4. Komitmen Terhadap Peraturan Rekrutmen Pengadaan pegawai Non-PNS yang dilakukan oleh BLUD harus sesuai dengan atura-aturan pemerintah. Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:60 “(1) Pengelolaan pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan mulai dari: a. pengadaan; b. pengaturan hak dan kewajiban;c. pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja; d. kesejahteraan; dan e. pemberhentian. (2) Pengelolaan sebagaimana                                                            60 Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 
68  dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.” Berdasarkan penjelasan di atas maka, segala suatu yang menyangkut pengadaan pegawai non-PNS di BLUD harus dimluai dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka, meperlihatkan efektifitas dan efesiensi. Dengan melengkapi prinsip sebagaimana yang disebutkan Peraturan Mentri Kesehatan tersebut tentu akan semakin meningkatkan qualitas hasil rekrutmen, dengan hasil rekrutmen yang berkualitas maka akan meningkatkan mutu pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin. 4.3 Pembahasan Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa pelaksanaan rekrutmen harus berprinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen adalah transparansinya proses rekrutmen. Transparansi merupakan adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Dalam rekrutmen pegawai non-PNS RSUD dr. Zainoel Abidin sudah transparan jika 
69  dilihat dari sudut informasi, namun masih dipertanyakan dalam hal hasil dari setian tahap ujian. Menerapkan aturan seuai dengan tempatnya memang bukan permasalahan yang kecil, soalnya masih banyak masyarakat dalam berbagai kalangan belum siap. Kesiapan dalam menerapkan dalam konsistensi dala menerapkan peraturan tersebut. Ini dapat dilihat seperti yang terjadi dalam proses rekrutmen pegawai non-PNS RSUDdr. Zainoel Abidin, awal prosesnya memang berjalan transparan namun disayangkan adanya nama “siluman” pada tahap TKD/CAT yang mencederai komitmen transparan proses rekrutmen di RSUD dr. Zainoel Abidin.  Berdasarkan kerangka pikir yang telah penulis gunakan bahwa ada empat indikator yaitu: (a) Kesediaan dan aksesibilitas dokumen yaitu, adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program), (b) Kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu, Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat, (c) Keterbukaan proses yaitu, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan, (d) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu, untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan yang ada yang menjamin transparansi. Beranjak dari empat indikator kunci tersebut penulisi ingin mengidentifikasi dari setiap indikator yang merupakan hal penting untuk mengetahui bagaimana transparansi pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh.   
70  1. Kesediaan dan Aksesibilitas Dokumen Yaitu adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program). Menurut indikator ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dideskripsikan semua informasi berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen pegawai Non-PNS dapat diakses dalam website RSUD dr. Zainoel Abidinwww.rsudza.acehprov.go.id agar peserta bisa melihat dengan mode publik untuk melihat berbagai kegiatan rekrutmen baik itu pengunguman kelulusan dan lain sebagainya. Selain itu peserta juga dapat menjumpai langsung dengan cara datang langsung ke RSUD dr. Zainoel Abidin untuk mendapatkan kejelasan apabila di website kurang jelas.61 2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi Yaitu Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat. Memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi menjadi hal penting. Kejelasan, kelengkapan serta keterbukaan informasi dapat menjadi baik atau tidaknya suatu sistem, karena sistem organisasi lembaga yang baik tentunya memiliki kejelasan, kelengkapan serta keterbukaan informasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat sebagaimana mestinya. Begitulah semestinya yang didapat oleh setiap peserta rekrutmen pegawai Non-PNS di RSUDdr. Zainoel Abidin mendapatkan informasi yang jelas, lengkap serta terbuka dari pihak RSUD dr. Zainoel Abidin.                                                              61Hasil wawancara dengan Dewi, Kepala Bagian Kepewagaian Tahun 2016 Tanggal 16 November 2018 pukul 9.00 WIB di RSUDZA 
71  3. Keterbukaan Proses Yaituadanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan. Keterbukaan tentu menjadi tolak ukur yang penting dalam menjalankan berbagai proses bukan hanya rekrutmen saja. Ketebukaan proses penting bagi siapapun yang sedang berada dalam sauatu proses, seperti para peserta rekrutmen pegawai Non-PNS di RSUD dr. Zainoel Abidintentunya mereka tentunya sangat berharap segala proses yang dijalani mempunyai prinsip keterbukaan.62 4. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi Yaitu, untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan yang ada yang menjamintransparansi. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi sebagai payung hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang transparansesuai yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Gebernur Aceh Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengankatan dan Pemberhentian Pegawai Non-PNS pada BLUD Rumah Sakit Pemerintahan Aceh.                                                             62Hasil wawancara dengan Nurul Hidayah sebagai Widyaiswana Madya BPSDM Provinsi Aceh serta sebagai akademisi, Tanggal 15 November 2018 pukul 08.45 WIB di Fakultas Fisip Uin Ar-Raniry Banda Aceh. 
  72 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan 5.1.1 Pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin  belum dapat dikatakan transparansi secara sempurna, karena masih ada kecurangan dalam proses rekrutmen sehingga mengakibatkan tidak sempurnanya transparansi dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai non-PNS di RSUD dr. Zainoel Abidin. 5.1.2 Kendala dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin ada dua yaitu antara lain:  1. Faktor Internal Organisasi, Kebijakan dalam organisasi, dapat menciptakan para pekerja yang berkualitas. Kebijaksanaan tentang imbalan, sangat berpengaruh pada kinerja para pekerja, sehingga perlu perencanaan yang matang agar sesuai dengan apa yang diharapkan pekerja. Seperti halnya kebijakan atau proses pelaksanaan rekrutmen di RSUD dr. Zainoel Abidin yang tidak sempurna yang mengakibatkan terjadinya tidak transparansi  dalam proses tersebut. Karena ketidaksiapan atau informasi yang dikeluarkan tidak seperti pelaksanaan.  2. Faktor Eksternal Organisasi, yang sering dijumpai adalah tingkat pengangguran, langka tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu, proyeksi angkatan kerja pada umumnya, peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, isu penyelewengan dalam rekrutmen. 
72  5.1.3 Solusi Menghadapi Kendala dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin diantaranya: 1. Evaluasi mekanisme rekrutmen; 2. Transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen; 3. Pengawasan sistem rekrutmen; 4. Komitmen terhadap peraturan rekrutmen. 5.2 Saran 5.2.1 Transparansi pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin secara keseluruhan telah sukses dilaksanakan sebagaimana aturannya, namun dibalik kesuksesan itu perlu adanya evaluasi terhadap rekrutmen, untuk mewujudkan transparansi rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin, perlu meningkatkan pengawasan dengan melibatkan stekholder selain pemerintah.  5.2.2 Segala sesuatu yang dilakukan pastinya terdapat kendala, namun dalam menghadapi kendala harus memiliki solusi sesuai untuk mengatasi kendala yang sedang dihadapi. Saran penulis adalah menjalankan aturan sebagaimana mestinya merupakan pilihan solusi yang baik. 
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Pertanyaan Kepada Kepala HRD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh  1. Bagaimana Proses rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin? 2. Apakah Informasi tentang perekrutan pegawai kontrak tersedia di media ataupun web rumah sakit tersebut? 3. Apakah di dalam informasi tersebut tertulis dengan jelas dan lengkap? 4. Apakah informasi terbuka kepada masyarakat mengenai dokumen rekrutmen tersebut? 5. Apakah  di publikasikan ke media mengenai proses kegiatan rekrutmen tersebut? 6. Apakah menurut Bapak/ibu pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin  sudah sesuai dengan SOP? 7. Menurut Bapak/ibu apa saja yang menjadi indikator transparan dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin ? 8. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan perekrutan  pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin? 9. Dalam proses pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin apakah ada dasar hukum? 10. Apakah Bapak/ibu tau beredar kabar dimedia social tentang adanya peserta yang lulus rekrutmen namun tidak menjalani proses rekrutmen sebagaimana mestinya, bagaimana tanggapan Bapak/ibu terhadap informasi tersebut? 
11. Sebagai Kepala Bagian HRD apa yang ingin Bapak/ibu sampaikan tentang rekrutmen pegawai kontrak di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin  kepada masyarakat?                        
Pertanyaan kepada Pegawai Kontrak yang sudah lulus proses Rekrutmen  1. Apakah Bapak/ibu pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin? 2. Pada tahun berapa Bapak/ibu direkrut sebagai pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin? 3. Bagaimana proses perekrutan pegawai kontrak pada waktu Bapak/ibu direkrut ketika itu? 4. Apakah ada kendala pada saat Bapak/ibu mengikuti proses perekrutan pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin ? 5. Bagaimana pandangan Bapak/ibu tentang perekrutan pegawai kontrak pada saat itu? 6. Apakah Bapak/ibu tau beredar kabar dimedia social tentang adanya peserta yang lulus rekrutmen namun tidak menjalani proses rekrutmen sebagaimana mestinya, apa pendapat Bapak/ibu tentang kabar miring ini?          
Pertanyaan Kepada Pegawai Kontrak yang tidak lulus 1. Apakah Bapak/ibu mengetahui adanya perekrutan pegawai kontrak di RSUD dr. Zainoel Abidin? 2. Apakah Informasi tentang perekrutan pegawai kontrak tersedia di media ataupun web rumah sakit tersebut? 3. Apakah Bapak/ibu dapat mengakses informasi terkait dengan perekrutan tersebut? 4. Apakah di dalam informasi tersebut tertulis dengan jelas dan lengkap? 5. Apakah di dalam informasi perekrutan tersebut Bapak/ibu mengetahui berapa banyak pegawai kontrak yang dibutuhkan RSUD dr. Zainoel Abidin? 6. Apakah Bapak/ibu mengetahui bagian apa saja yang dibutuhkan RSUD dr. Zainoel Abidin untuk merekrut pegawai kontrak tersebut? 7. Apakah di dalam pelaksanaan dan proses perekrutan tersebut terbuka terhadap public? 8. Apakah Bapak/ibu mengikuti tes perekrutan tersebut? 9. Bagaimana pelaksanaan perekrutan tersebut? 10. Apakah ada kendala Bapak/ibu hadapi saat mengikuti tes perekrutan tersebut?    
Pertanyaan kepada akademisi 1. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang transparansi? 2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang transparansi mekanisme rekrutmen pegawai? 3. Apakah Bapak/ibu tau beredar kabar dimedia social tentang adanya peserta yang lulus rekrutmen namun tidak menjalani proses rekrutmen sebagaimana mestinya, apa tanggapan Bapak/ibu tentang kabar miring ini? 4. Bagaimana seharusnya pelaksanaan perekrutan yang sesuai menurut Bapak/ibu?                  
(1)           (2)        1. Hasil wawancara dengan Irene Putri Mazda, Staf bagian Kepegawaian. Pada tanggal 6 Novermber, pukul 10.00 WIB di RSUDZA.  2. Hasil wawancara denga Lisa Fatmi, Staf bagian Kepegawaian. Pada tanggal 6 Novermber, pukul 11.40 WIB di RSUDZA.  (3)         (4)     3. Hasil wawancara Nabila Fajrina staff sub. Bagian keuangan sebagai salah satu panitia rekrutmen, pada tanggal 6 November 2018 pukul 11.00 di RSUDZA.  4. Hasil wawancara dengan Nurul Hidayah sebagai Widyaiswana Madya BPSDM Provinsi Aceh serta sebagai akademisi, Tanggal 16 November 2018 pukul 09.45 WIB di Fakultas Fisip Uin Ar-Raniry Banda Aceh     
    CURIKULUM VITAE   DATA PRIBADI  Nama     : VERA WIDIYANTI Jenis Kelamin    : Perempuan Tempat/Tgl Lahir   : Aceh Besar, 21 Oktober 1995 Status     : Belum Kawin Agama     : Islam No HP  : 0853 6465 8489 Umur   : 23 Tahun Alamat  : Gampong Beurawe Kec.KutaAlam Kab.Banda Aceh No. Rekening    : 349353529 Nama Bank    : BNI SYARI’AH CAPEM UIN AR - RANIRY Perguruan Tinggi    : UIN AR- RANIRY BANDA ACEH   RIWAYAT PENDIDIKAN 1. Tahun 2002-2008  : MIN Tungkop 2. Tahun 2008-2011  : MTsN Yamas Dumai Riau 3. Tahun 2011-2014  : SMAN 3 Dumai Riau     
